BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 1.b
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasaj 160 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tenitang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran
Anggaran;

. bahwa memenuhj ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten

Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
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Mengingat : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

bl

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 199G tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 e

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4280);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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10.

11

12.

13

14.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54G5);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109
“Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang Milik
Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9533);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik .Indonesia Tahun 2014 WNomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5695);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

92,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); .

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik
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Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian Kembaltr Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelclaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

" Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik' Indonesia
Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
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Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 125);

34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah
Aceh Tahun 2015 Nomor 84);

36. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251);

38. Peraturan Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang
" Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2015 Nomor 250);

39. Peraturan Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Di Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2015 Nomor 257);

40. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);
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41. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita

Dacrah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor
333.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 1.B TAHUN
2017 TENTANG PENJARARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2017 terdiri atas..

1. Pendapatan Daerah:
a. Pendapatan Daerah Semula

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 49.595.582.180,00,-7

2. Dana Perimbangan Rp. 585.875.852.791,00,-
3. Lain-lain Pendapatan
Daerah vang Sah Rp. 226.328.312.516,206;-¢

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 861.799.747.532,26,—{

b. Pendapatan Daerah setelah perubahan

1. Pendapatan Asli Daerah  Rp. 49.595.582.180,00,-~
2. Dana Perimbangan Rp. 585.875.8562.791,00,-~
3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp. 226.328.312.516,26,-

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 861.799.747.532,26,-

2. a. Belanja Daerah semula:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 261.064.533.539,00,- ~
b. Belanja Bunga Rp. 0,00,-
c. Belanja Subsidi Rp. 1.850.000.000,00,-~
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d. Belanja Hibah Rp.  6.550.000.000,00,-"

e. Belanja Bantuan

Sosial “ Rp 850.000.900,00,-"
f. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00,-
g. Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 138.909.265.031,00,~
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.965.038.886,00,~

Jumlah Rp. 414.188.837.456,00,-
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai Rp. 52.210.905.855,00,-

b. Belanja Barang dan

Jasa Rp. 213.844.762.750,72,7
c. Belanja Modal Rp. 208.144.775.673,00,
Jumlah Rp. 484.200.444.278,72,-7

Jumlah Belanja Dacrah
Semula (1+2) Rp. 898.389.281.734,72,-

b. Belanja Daerah setelah Perubahan:

i. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 261.064.533.539,00,-
b. Belanja Bunga Rp. 0,00,-

c. Belanja Subsidi Rp. 1.850.000.000,00,~
d.” Belanja Hibah Rp. 6.550.000.000,00,~

e. Belanja Bantuan

Sosial Rp 850.000.000,00,~
. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00,-
g. Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 138.909.265.031,00,-
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.965.038.886,00,~

Jumlah Rp. 414.188.837.456,00,- -

2. Belanja Langsung _
a. Belanja Pegawal Rp. 59.699.849.780,00,-~
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b. Belanja Barang dan

Jasa Rp. 219.488.096.700,72,-
c. Belanja Modal Rp. 205.012.497.798,00,-

Jumlah Rp. 484.200.444.278,72,-

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp. 898.389.281.734,72,- -

Surplus/(Defisit) Rp. (36.589.534.202,46,-)—

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Daerah Rp. 36.589.534.202,46,-
b. Pengeluaran Daerah Rp. 0,00,-

Jumlah Pembiayaan

Netto Rp. 36.589.534.202,46,- -

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00,- ~

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengaiami Perubahan
sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
Aceh Singkil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Badan
Penanggulangan Bencana Daergh, Dinas Sosial, Dinas lLingkungan
Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah
Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran [l
Peraturan Bupati ini.
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Pasal S

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ciundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil. .

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal [ A€USTUS 2017
21 Dulqaicdab B H

,},B ACE} INGKIL,/Q

DULMU
Diundangkan di Singkil
pada tanggal /Y ACUETWT 2007

21 Dwilqaicah 1438 H
SEKRETARIS DAERAB BUPATEN
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